BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertegas dan memperjelas terhadap
pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai Aparatur
Sipil Negara yang telah diusulkan menjadi Pejabat Fungsional
melalui jalur penyetaraan jabatan, perlu merubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rpublik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
14);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 72);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1273);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Biroktasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 43), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor
43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
(Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 16);

23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 44),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44
Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita

Daerah Kabupatan Bengkalis Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Besaran TPP bagi Pegawai dan PPPK diberikan sesuai
dengan Kelas Jabatan.




(3)
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Besaran TPP bagi Pegawai dan PPPK yang terdampak
penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan Jabatan
sebagai berikut:

a. besaran TPP bagi Pejabat Fungsional hasil penyetaraan
jabatan diberikan sesuai dengan kelas jabatan pada
jabatan administrasi sebelumnya; dan/atau

b. bagi pejabat administrasi yang telah diusulkan untuk
menduduki jabatan fungsional tetapi belum mendapat
persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, besaran
TPP yang bersangkutan diberikan sesuai dengan kelas
jabatan administrasinya sampai ditetapkannya
keputusan lebih lanjut.

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 14

Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
a. tingkat disiplin; dan

b. Evaluasi Kinerja yang dilakukan terhadap hasil kerja
dan Perilaku Kerja.

Tingkat disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, meliputi:

a. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
b. menjalankan tugas setiap hari kerja; dan
c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

Pemenuhan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan
untuk:

a. pegawai dan PPPK yang telah memberitahukan/
memberikan keterangan ketidakhadiran secara sah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau

b. pegawai dan PPPK yang melaksanakan tugas
perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan dan
sejenisnya, mengikuti rapat atau pertemuan dan
sejenisnya, atau melaksanakan tugas-tugas lainnya
yang diperintahkan atasan sesuai peraturan
perundangan-undangan.

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, diberlakukan kepada Pegawai dan PPPK dengan
mempertimbangkan predikat kinerja Pegawai untuk masa
penilaian bulan berkenaan.

Kriteria Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:

a. orientasi pelayanan;
b. komitmen;

c. inisiatif kerja;




d. kerjasama; dan
e. kepemimpinan.

(6) Perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diwujudkan dalam nilai dasar aparatur sipil Negara
yang menjadi standar perilaku kerja Pegawai.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Khusus TPP pada bulan Januari diberlakukan perhitungan
besaran tambahan penghasilan berdasarkan instrumen
penilaian dan perhitungan TPP penilaian pada bulan
Desember tahun sebelumnya.

(2) Instrumen penilaian dan perhitungan TPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri:

a. bobot penilaian;

b. evaluasi kinerja Pegawai;

c. lembar Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai; dan
d. rekapitulasi kehadiran Pegawai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 11




GIAN HUKUM
- PATEN BENGKALIS

NIP. 19820706 201001 1 009



